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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pertimbangan hakim 

dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen 

yang terkait dengan tanah khususnya kasus yang terjadi di wilayah Sleman 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa: 

1. Dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim di dalam menerapkan 

sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang berkaitan 

dengan tanah di dalam putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman adalah 

bahwa hakim mendasarkan pertimbangan putusannya itu berdasarkan pada 

fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu melalui keterangan 

yang diberikan oleh saksi- saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti 

yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu, pertimbangan di dalam 

putusan ini juga didasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu hakim merujuk 

pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tentang perbuatan pemalsuan surat 

ditambah dengan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan proses awal mula 

terjadinya tindak pidana pemalsuan tersebut (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP 

tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara turut serta) sebagaimana hal 

tersebut dibuat oleh jaksa penuntut umum di dalam surat dakwaannya. 

Dalam hal ini, pengenaan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP terhadap para 

pelaku dikarenakan perbuatan para pelaku tersebut telah terbukti dan telah 

memenuhi unsur dari tindak pidana pemalsuan itu sendiri, akan tetapi dasar 
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pertimbangan yang dipergunakan Hakim di dalam menjatuhkan sanksi 

hukumnya terhadap para pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan 

tanah ini sangat tidak mencerminkan suatu keadilan. Dalam hal ini, Hakim 

membuat suatu putusan yaitu hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 

bulan terhadap para pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah. 

Hal ini disebabkan karena Hakim tidak teliti di dalam mencermati surat 

tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa. 

Dalam hal ini, jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa dengan 

menjatuhkan sanksi pidana penjara paling lama 7 bulan dengan masa 

percobaan 1 tahun. Tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum ini 

sangat bertentangan dengan keadilan dan tuntutan tersebut tidak sesuai 

dengan ancaman hukuman yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 263 ayat 

(1) dan (2) KUHP yang pada pokoknya menjatuhkan pidana penjara paling 

lama 6 tahun. Dalam hal ini, putusan yang dibuat oleh hakim di dalam 

putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman tidak mencerminkan suatu 

keadilan dan tujuan pidana yang diamanatkan untuk selalu memberikan 

keadilan kepada masyarakat menjadi tidak dapat tercapai di dalam putusan 

tersebut. 

2. Kendala yang dihadapi oleh hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya 

dalam perkara putusan nomor 106/Pid.B/2012/PN.Sleman yaitu:.  

a) Hakim tidak teliti di dalam memeriksa, melihat dan memahami surat 

dakwaan dan surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa penuntut umum di 

dalam putusan ini. Dalam putusan ini, Jaksa Penuntut umum yang pada 



 

 

122 

 

pokoknya menuntut para terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara 

paling lama 7 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Hal ini sangat tidak 

sesuai dengan ancaman hukuman yang terdapat di dalam Pasal 263 

KUHP yaitu bagi seseorang yang perbuatan pidananya telah terbukti dan 

telah memenuhi unsur ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 263 ayat 

(1) dan (2) KUHP tentang perbuatan pemalsuan surat maka dapat 

dijatuhkan pidana penjara selama 6 tahun. 

b) Hakim dinilai terbilang berat sebelah di dalam menjatuhkan sanksi 

hukum dan mencederai nilai-nilai keadilan yaitu menjatuhkan pidana 

penjara selama 4 bulan kepada para terdakwa. Hal ini dapat terjadi 

dikarenakan Hakim setuju dengan pandangan jaksa yang hanya melihat 

pada sisi kebaikan terdakwa dan tidak melihat pada sisi kerugian yang 

ditimbulkan akibat perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa 

terhadap korban sehingga tujuan pidana tersebut tidak dapat tercapai di 

dalam putusan ini. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat 

menyarankan agar: 

1. Dalam rangka menanggulangi maraknya peredaran sertifikat palsu, pihak 

kepolisian diminta untuk tidak hanya memberikan pengetahuan berupa 

penyuluhan kepada masyarakat, akan tetapi harus melakukan tindakan tegas 

tanpa kompromi berupa melakukan penangkapan kepada orang yang diduga 

melakukan pemalsuan sertifikat tanah (dokumen tanah) serta pejabat 
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pemerintah yang diduga sengaja membuat dokumen tanah tersebut menjadi 

palsu karena sesuatu hal yang dapat mendatangkan keuntungan untuk 

dirinya sendiri. 

2. Pihak BPN diminta untuk tidak lepas tangan terhadap masalah pemalsuan 

dokumen yang melibatkan tanah ini. Walaupun pada dasarnya bukan 

kewenangan mereka untuk menemukan kasus pemalsuan dokumen yang 

terkait dengan tanah ini, akan tetapi pihak BPN dapat memberikan 

pengetahuannya kepada masyarakat tentang permasalahan pemalsuan 

dokumen yang terkait dengan tanah ini dan bersinergi dengan pihak 

kepolisian dalam rangka menanggulangi maraknya kasus pemalsuan 

dokumen yang berkaitan dengan tanah. Hal ini dikarenakan pihak BPN ini 

adalah pejabat pemerintah yang membuat sertifikat tanah. Pihak BPN ini 

seharusnya ikut ambil bagian di dalam pengawasan sertifikat tanah tersebut.  

3. Berdasarkan pertimbangan yang dibuat oleh hakim, maka hakim diminta 

agar selalu objektif di dalam menangani setiap kasus pemalsuan dokumen 

yang berkaitan dengan tanah ini dan putusan yang dibuat oleh hakim harus 

mencerminkan nilai-nilai keadilan tanpa ada kepentingan di dalamnya. 

Berat ringannya sanksi hukum yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan 

hukum berlaku yang mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan 

oleh seseorang yang diduga melakukan pemalsuan dokumen yang terkait 

dengan tanah tersebut. 
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